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ABSTRAK 

Dewasa ini, e-voting digunakan sebagai penyaluran hak politik masyarakat yang 

banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Sayangnya, hingga saat ini sistem 

pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, e-voting di Indonesia 

baru digunakan pada pelaksanaan pilkades yang sudah berjalan di 1.572 desa di 23 

kabupaten di Indonesia. Faktor kekosongan hukum terkait pengaturan e-voting 
menjadikan penggunaan e-voting dalam pemilu di Indonesia tidak dapat terlaksana. 

Selain itu, permasalahan berikutnya terkait pemilihan model e-voting yang 

digunakan dalam pemilu di Indonesia. Pada 2017, Panitia Khusus RUU 

mengadakan studi banding terkait penggunaan model e-voting pada pemilu di 

Meksiko. Akan tetapi studi banding ini menuai kritik dari beberapa kalangan karena 

dinilai model e-voting pada pemilu Meksiko tidak dapat digunakan dalam pemilu 

di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis 

pengaturan tentang pelaksanaan pemilu serta model pemilu secara e-voting di 

Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, 

pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guna 

mengatasi kekosongan hukum terkait e- voting diperlukan pembentukan Revisi 

Undang-Undang Pemilu dan penggunaan model e-voting yang sesuai untuk 

digunakan dalam pemilu di Indonesia adalah model Direct Recording Electronic 
disertai dengan Voter Verified Paper Audit Trail seperti yang digunakan di India dan 

pada pelaksanaan pilkades di Indonesia. 

Kata kunci : E-voting, Pemilu, Kekosongan Hukum, Direct Recording Electronic. 
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ABSTRACT 

Today, e-voting is used as a distribution of people’s political rights which are 
widely used by countries in the world. Unfortunately, until now the electoral system 
in Indonesia is still carried out conventionally, e-voting in Indonesia has only been 
used in the Pilkades which has been running in 1.572 villages in 23 districts in 
Indonesia. The legal vacuum factor related to e-voting arrangements makes the use 
of e-voting in elections in Indonesia impossible. Apart from that, the next problem 
is related to the selection of the e-voting model used in elections in Indonesia. In 
2017, the Special Committee for the Bill held a comparative study regarding the 
use of the e-voting model in elections in Mexico. However, this comparative study 
drew criticism from several quarters because it was considered that the e-voting 
model in the Mexican election could not be used in elections in Indonesia. The 
purpose of this study is to examine and analyze the arrangements regarding the 
implementation of elections and the election model by e-voting in Indonesia. This 
research is normative legal research using statutory approaches, comparative 
approaches, conceptual approaches. The results of this study indicate that in order 
to overcome the legal vacuum related to e-voting, it is necessary to form a revision 
of the Election Law and use an appropriate e-voting model for use in elections in 
Indonesia, namely the Direct Recording Electronic model accompanied by e Voter 
Verified Paper Audit Trail as used in India and in the implementation of village 
elections in Indonesia.  

 

Keywords : E-voting, Elections, Legal Vacuum, Direct Recording Electronic.  
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